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1. INTRODUCTION 

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat 

Perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan keseharian berpengaruh pada kualitas 

lingkungan dimana ia tinggal.  Berkaitan dengan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan 

dari lingkungan, perspektif sosiologis tidak dapat dipungkiri menjadi sangat penting 

dalam kajian tentang lingkungan
1
. Selain bersinggungan dengan kondisi geografis, 

biologis, teknologi, maupun ekonomi, kajian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari 

fenomena sosial budaya sebuah masyarakat.  Inilah mengapa kajian lingkungan selalu 

menjadi kajian yang interdisipliner. Adorno menyatakan bahwa semua teori tentang 

kemajuan sejak masa pencerahan menafsirkan sejarah sebagai proses yang melibatkan 

manusia dan alam dalam suatu pertetangan satu sama lain. Sejarah dipandang sebagai 

pembebasan manusia dari cengkeraman alam
2
.  Manusia pada kenyatannya hanya dapat 

membebaskan diri dari alam dengan cara menaklukkan alam kepadanya. Manusia 

mengatasi ketergantungan dari alam dicapai dengan penguasaan yang terorganisir
3
. 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Adorno bahwa bertentangan dengan harapannya, 

manusia yang ingin membebaskan diri dengan menguasai alam justru pada jaman ini 

menjadi objek dari penguasaan itu. Alih-alih memberikan emansipasi (pembebasan) 

bagi manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan manusia sebagai objek 

dari penguasaannya sendiri
4
. Kritik ini diteruskan oleh Herbert Marcuse yang 

menyatakan manusia modern sebagai manusia berdimensi satu (one dimensional man). 

Menurut Marcuse, manusia adalah makhluk yang menurut kodratnya mendambakan 

kebahagiaan dan berhak juga atas kebahagiaan. Perwujudan kebahagiaan sama sekali 

tergantung pada pemuasan kebutuhan-kebutuhannya yang sebenarnya dan untuk 

pertama kalinya dalam sejarah, jaman modern ini mempunyai kemungkinan obyektif 

untuk merealisasikan pemuasan ini, antara lain karena pekerjaan berkat otomatisasi 

sudah hampir tidak lagi bersifat menghinakan martabat manusia.  Hal ini adalah ciri 

khas yang menonjol dalam masyarakat industri modern, yaitu peranan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Rasionalitas dalam jaman kita ini adalah rasionalitas 

teknologis
56,7

. Segala sesuatu dipandang dan dihargai sejauh dapat dikuasai, digunakan, 

diperalat, dimanipulasikan, dan ditangani. Dalam pandangan teknologis, 

instrumentalisasi merupakan suatu istilah kunci.  Mula-mula cara berpikir dan bertindak 

ini hanya dipraktekkan dalam hubungan dengan alam saja, tetapi lama kelamaan 

diterapkan juga pada manusia dan seluruh lapangan sosial.  Bukan saja benda-benda, 

alam dan mesin-mesin diperalat, dan dimanipulasikan, tetapi hal yang sama berlangsung 

juga diseluruh wilayah politik, sosial, dan kultural. Manusia dan masyarakat tidak 

terkecuali merupakan dari penguasaan dan manipulasi teknologis
8
. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Lingkungan merupakan salah satu dari sedikit kekuatan yang telah terbukti digdaya 

dalam mengintegrasikan bangsa dan manusia dari berbagai ras ke dalam satu kesatuan 

hubungan global yang lebih konstruktif
9
. Hampir secara aklamasi, semua pemangku 

kepentingan utama dalam sebuah masyarakat politik negara, civil society dan economic 



society menyepakati lingkungan sebagai salah satu inti utama konstitusi global.  Hampir 

setiap bangsa menempatkan lingkungan sebagai bahasa bersama dalam mata rantai 

politik yang menghubungkan sebuah bangsa dengan komunitas global
1011,12

. 

Lingkungan dengannya, telah menjadi ideologi humanisme di antara bangsa komunitas 

dan individu dari sembarang ras, ideologr, kebudayaan dan tingkatan ekonomi. Ia 

menjadi titik episentrum paling netral paling kuat, tetapi sekaligus paling subyektif dari 

masyarakat manusia. Di dalam isu lingkungan melekat kepentingan subyektif makluk 

manusia: masa depan bersama dari bukan saja sebuah bangsa tetapi setiap komunitas 

dan individu pembentuk bangsa
1314

. Di Indonesia segala kekayaan alam termasuk tanah, 

sumberdaya hayati dan air dikuasai oleh negara seperti yang diatur dalam UUD 1945.  

Sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertangung jawab menjamin semua 

kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang 

dihasilkan dapat digunakan sebaik baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia. Setelah konstitusi, peraturan paling penting yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya alam yaitu TAP MPR IX tahun 2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara umum, hal ini 

dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian dan pernyataan eksplisit MPR, dimana yang 

paling penting dan dibutuhkan pemerintah untuk memiliki komitmen terhadap 

pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan pembaruan agraria.  Hal ini 

mengharuskan negara untuk mengkaji, mencabut dan merevisi semua peraturan 

perundangundangan mengenai tanah dan sumber-sumber agraria dan pada saat yang 

sama menyelesaikan konflik  agrarian yang ada saat ini secara adil dan lestari. UUPA 

No 5 tahun 1960 dan UU Kehutanan no 41 tahun 1999 merupakan dua perundang-

undangan paling penting yang dalam perundangan hirarki perundangan tanah dan 

sumber daya alam menduduki urutan kedua setelah Konstitusi. Kedua aturan tersebut 

secara langsung mengatur pengelolaan dan distribuís sumber daya alam. Kondisi 

pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sangat beragam. Di beberapa 

tempat terdapat komunitas masyarakat yang menanam hutan produktif disekitar tempat 

tingla mereka dengan tanaman buah-buahan, kopi, coklat dan dicampur dengan tanaman 

kayu-kayuan yang dikenal dengan. Hutan seperti ini menyediakan banyak jasa 

lingkungan, menyerupai hutan alam Namun dengan sedikit lebih rendah dalam 

kandungan keanekaragaman hayatinya dibandingkan dengan hutan alam. Masalah 

lingkungan hidup merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh semua manusia yang 

ada di muka bumi dewasa ini. Masalah lingkungan hidup adalah merupakan masalah 

yang kompleks dan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan multidisipliner
15

. 

Industrialisasi merupakan keberhasilan pembangunan untuk memacu laju pertumbuhan 

ekonomi, akan tetapi industrialisasi juga mengandung resiko lingkungan, yang memberi 

resiko pula pada kehidupan manusia.  

Persoalan lingkungan adalah bukan persoalan teknis dan bilogis semata, tapi menjadi 

persoalan sosial yang harus didekati dengan kajian sosial-budaya masyarakat. Dengan 

kajian sosiologi lingkungan, permasalahan lingkungan dapat dikaji secara lebih 

komprehensif. 

Pembangunan, apa pun penjelasan ideologisnya, merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan secara sengaja ( intervention ) dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya
16

. Kondisi kehidupan yang lebih 

baik seperti apa yang diinginkan dalam proses perubahan itu, kata yang tidak pernah 

absen dari telinga setiap warga negara adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera.  

Oleh sebab itu, perdebatan tentangnya berkembang menjadi perdebatan ideologis 



tentang bagaimana cara pencapaian perubahan dan hasil dari proses perubahan itu 

sendiri, yang berhubungan dengan kualitas kehidupan manusia. Kalau perubahan yang 

diharapkan lebih baik itu adalah sejahtera sebagai sebuah kondisi yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat, pertanyaan tentangnya adalah berdasarkan basis apa hidup sejahtera 

itu diletakkan, apakah sejahtera itu ditunjukkan oleh basis individu atau basis 

komunitas, atau bahkan keduanya
17

. Rasa aman sekurangnya menjadi salah satu 

indikator yang menjadikan seseorang merasa sejahtera hidupnya. Singkat kata, di level 

mana kesejahteraan itu hendak diletakkan dalam sebuah keputusan politik, apakah 

hendak diletakkan pada kebijakan masyarakat (communitarian policy) atau kebijakan 

negara (public and social policy). Artinya, rasa hidup sejahtera itu hendak dipikirkan 

atas konseptualisasi masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan sekitarnya, atau 

rasa hidup sejahtera itu ditentukan oleh keputusan politik negara yang indikatornya pun 

ditentukan oleh negara
18

.  Bisa saja terjadi, apa yang dirasakan oleh negara bahwa 

masyarakat kurang sejahtera oleh karenanya perlu intervensi program dan proyek 

pembangunan, akan tetapi apa yang dirasakan masyarakat bisa berbeda kebutuhannya
19

. 

Misalnya masyarakat membutuhkan rasa aman dimana negara diharapkan mampu 

menjamin ketenteraman, tidak sering terjadi pencurian ternak peliharaannya, akan tetapi 

intervensi pembangunan justru menawarkan kredit ternak dengan bunga yang rendah.  

Masyarakat mengartikan sejahtera sangat kualitatif, yakni ada jaminan kemanan untuk 

mengamankan harta sapi mereka sehingga hidupnya tenang, akan tetapi negara justru 

sebaliknya, yakni pertambahan ternak sapi mereka yang diperoleh secara kredit sebagai 

indikasi semakin sejahtera hidup mereka. Sejahtera ditangkap sebagaimana memahami 

kemiskinan, yang diartikan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. 

Pertanyaannya, apakah ketidaksejahteraan masyarakat itu identik dengan kemiskinan? 

Kelihatannya ada asumsi menyamakan keduanya, meskipun kemiskinan itu dapat 

merupakan salah satu indikasi ketidaksejahteraan. Akhir dari semua jawaban ini adalah 

peningkatan pendapatan perkapita, meskipun indikasi mutakhir tidak hanya dilihat 

pendapatan perkapita, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan hidup minimum seperti 

kemampuan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemenuhan nutrisi. Guna 

pemenuhan kebutuhan minimum ini, pada akhirnya masyarakat juga harus memiliki 

sejumlah uang yang cukup untuk itu. Indikator batas garis kemiskinan yang digunakan 

secara universal adalah 2 $. Orang yang pendapatannya kurang dari 2$ perhari disebut 

orang miskin. Kalau ukuran kemiskinan seperti ini digunakan, maka orang 

berpendapatan rendah di negara maju bisa saja dianggap kaya di negara berkembang. 

Namun tidaklah demikian bahwa ukuran angka kemiskinan tersebut di atas hanyalah 

diperuntukkan negara berkembang dan negara belum berkembang.  Ilmu pengetahuan 

telah menempatkan standar ganda dalam pengukuran kemiskinan antara negara maju 

dan berkembang
20

. Demikian halnya jika ukuran ini digunakan untuk melihat standar 

pemenuhan kebutuhan hidup per keluarga, ini menjadi sangat problematik. 

Menstandardisasi pengukuran angka kemiskinan tidaklah mudah, yang semuanya ini 

membuka ruang perdebatan untuk memahami konsep kemiskinan. Perdebatan itu 

sekurangnya menempatkan paham tentang kemiskinan absolut (universal standart) dan 

kemiskinan relative. Kalau kemiskinan absolut dan relatif masih menekankan pada 

ukuran materiil, meskipun pada kemiskinan relative orang miskin diukur dengan cara 

membandingkan dengan orang, kelompok lain atau orang yang tinggal di wilayah 

tertentu dengan wilayah lain, namun ada yang meletakkan konsep kemiskinan 

berdasarkan atas pandangan yang bukan bersifat materiil
21

. Miskin dilihat dari 

kemampuan kreativitas seseorang atau lembaga untuk melakukan kerja guna 



pemenuhan kebutuhan hidup, meskipun hal ini tidak harus mengabaikan kebutuhan 

dasar
22

. Walaupun pendapatan perkapita seseorang itu rendah, dapatkah serta merta 

mereka dikatakan tidak sejahtera hidupnya? Kesejahteraan masyarakat, istilah yang 

sering digunakan dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami 

pergeseran dalam pemahaman dan penggunaannya.  

Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi kehidupan yang baik, terpenuhinya 

kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama 

tetapi wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti 

ada tatanan (order) yang teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan 

dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang 

sama di depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi.  Midgley 

mengkonseptualisasikan dalam tiga ketegori pencapaian tentang kesejahteraan, yakni 

pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur
23

. Kedua, sejauh mana kebutuhan 

dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup 

dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam kehidupan bersama, baik ditingkat 

keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas. 
 

3. CONCLUSION 

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. masyarakat 

Perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan keseharian berpengaruh pada kualitas 

lingkungan dimana ia tinggal. Kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman yang 

sangat serius di semua belahan bumi dan telah dirasakan dengan adanya perubahan 

iklim dan efek-efek yang ditimbulkannya. Di Indonesia, lingkungan yang mengalami 

kerusakan yang parah dapat dilihat pada penggundulan hutan, polusi udara, maupun 

pencemaran sungai.  Bahwa kajian lingkungan adalah interdisipliner, Dickens (1996: 

29-34) berpendapat tentang pentingnya pembagian kerja para intelektual untuk 

mengatasi problema kerusakan lingkungan tersebut. Tiga ranah ilmu pengetahuan 

biologis, fisik dan sosial memiliki keterkaitan dan problema lingkungan harus menjadi 

kajian di tiga ranah ilmu pengetahuan ini. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah 

dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk pada individu atau 

kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu pada komunitas atau masyarakat 

luas. Tingkat kesejahteraan meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, kadang juga 

dikaitkan dengan kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari 

kemiskinan dan sebagainya. Kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat 

kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antar dimensi dan ada dimensi 

yang direpresentasikan. Perumusan tentang batasan antara substansi kesejahteraan dan 

representasi kesejahteraan ditentukan oleh perkembangan praktik kebijakan yang 

dipengaruhi oleh ideologi dan kinerja negara yang tidak lepas dari pengaruh dinamika 

pada tingkat global.  

Di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan 

sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses untuk 

meningkatkan kondisi sejahtera, istilah ‘kesejahteraan’ sejatinya tidak perlu pakai kata 

‘sosial’ lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam 

wilayah pembangunan sosial. Sektor ‘pendidikan’ dan ‘kesehatan’ juga termasuk dalam 

wilayah pembangunan sosial dan tidak memakai embel-embel ‘sosial’ atau ‘manusia’.. 
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